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This research took a title the analysis of center of economic growth at municipal level in 
Empat Lawang Regency. The aims of this research were to identify which municipals have 
the category as the center of economic growth, to find out the interaction among the 
municipals as the center of economic growth with its hinterland, and also to find out the 
specialization of the eminent product of each municipals by seeing the eminent commodity. 
The approaches used were the Scalogram analysis to identify the center of economic growth, 
interaction/Gravity analysis to indentify the hinterlands, and Location Quotien analysis to find 
out the specialization of each municipals. This reseach used secondary data, comprising of 
economic facilities, social, and govermental facilities, the number of citizen between the 
municipal and GRDP in each municipal in Empat Lawang Regency. The result of this 
research was that the municipals that can act as the center of economic growth were Tebing 
Tinggi, Pendopo, and Ulu Musi, which had hinterland, Tebing Tinggi Municipal with the 
hinterland of Talang Padang; Pendopo Municipal had hinterland of Muara Pinang and Lintang 
Kanan; Ulu Musi Municipal had hinterland of Pasemah Air Keruh. 
 
 




 Pembangunan ekonomi suatu daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah 
dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola 
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan 
kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam 
wilayah tersebut. Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah tersebut 
dibutuhkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah 
(endogenous development), dengan menggunakan potensi sumberdaya lokal (Arsyad, 
1999:108). 
 Pengembangan wilayah yang dikonsentrasikan pada pusat-pusat pertumbuhan dengan 
industri padat modal akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya 
merangsang kegiatan pembangunan wilayah. Kebijakan pemerintah dengan industri padat 
modal tersebut harus diikuti pula dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi 
   
dan kelembagaan sosial sehingga secara alami kondisi tersebut dapat meningkatkan daya tarik 
investasi.  
 Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yaitu di satu sisi produk dari 
pusat pertumbuhan akan digunakan oleh industri-industri lainnya di wilayah sekitarnya 
(hinterland ) dan diekspor ke luar wilayah, Sedangkan pada sisi lain memberikan peluang 
bagi produk-produk yang dihasilkan di sekitar wilayah pusat pertumbuhan untuk digunakan 
oleh industri di pusat pertumbuhan. Kondisi ini memungkinkan tercapainya mekanisme pasar 
atau dengan kata lain kebijakan industri di pusat pertumbuhan merupakan generator untuk 
kegiatan pertanian dan komersial. Kutub-kutub pertumbuhan tersebut diaplikasikan dalam 
bentuk hierarki wilayah melalui system kota-kota untuk menjembatani antar desa dengan kota 
dengan harapan memperkecil perbedaan peluang kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial 
(Sitohang, 2001:98-99) 
 Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi 
Sumatera selatan dalam menggerakan dan memacu perekonomian daerah dan untuk 
mengelola serta mengembangkan pembangunan di wilayahnya sendiri adalah dengan 
memekarkan kabupaten/kota, dimana hingga tahun 2009 Provinsi Sumatera Selatan telah 
terdiri atas 15 kabupaten/kota. Maka dengan adanya pengembangan wilayah kabupaten/kota 
di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan perekonomian daerah dapat berkembang pesat yang 
nanti pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat adalah 
Kabupaten Empat Lawang. Kabupaten Empat Lawang dibentuk berdasarkan pertimbangan 
pesatnya perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan umumnya 
dan khususnya di Kabupaten Lahat yang diperkuat oleh aspirasi masyarakat untuk 
meningkatkan penyelanggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna 
menjamin kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Empat Lawang dimekarkan dari Kabupaten 
Lahat berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2007 dan secara resmi Kabupaten Empat 
Lawang berdiri tanggal 20 April 2007 (BPS, 2008:9).Kabupaten empat lawang terdiri dari 7 
Kecamatan, memiliki jumlah penduduk 229.552. jiwa/km2.  
Skala yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah dalam system ekonomi, 
administrasi dan pelayanan umum berakibat fungsi dari wilayah tersebut berbeda pula dalam 
pola harmonisasi yang mampu saling menunjang peran wilayah satu dengan wilayah lainnya. 
Selain itu sebagai wilayah baru, sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana kinerja 
perekonomian, pola struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi baik secara wilayah (posisi 
relative) maupun secara sektoral (antar sektor) dan bagaimana pula tingkat spesialisasi 
perekonomian di Kabupaten Empat Lawang sehingga Kabupeten Empat Lawang dapat 
mengejar ketertinggalannya dan mampu bersaing dengan kabupaten / kota lainnya. 
 Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah yang diangkat yaitu 
teridentifikasi kecamatan-kecamatan yang dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan 
ekonomi, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi potensial yang ada pada tiap-tiap kecamatan 
dapat berkembang lebih pesat. Oleh karena itu, maka penyusunan perencanaan pembangunan 
baik melalui pendekatan regional maupun pendekatan sektoral di Kabupaten Empat Lawang 
dapat diharapkan lebih terarah sehingga merangsang tumbuhnya daerah-daerah sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable development). Sejalan dengan latar belakang dan uraian sebelumnya, maka 
masalah-masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah: 
Kecamatan-kecamatan mana yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Empat Lawang. 
Dan bagaimana interaksi antara kecamatan-kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 





  Konsep tentang daerah sebagai metode klasifikasi timbul melalui dua fase yang 
berbeda yang mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian pertanian sederhana ke 
sistem industri yang komplek. Fase pertama memperlihatkan daerah formal dan fase daerah 
yang kedua memperlihatkan perkembangan daerah fungsional. Daerah formal adalah daerah 
geografik yang seragam menurut kriteria tertentu yang bersifat fisik (tofografi, iklim atau 
vegetasi), kriteria ekonomi, sosial dan politik. Daerah fungsional adalah daerah geografis 
yang memperlihatkan koherensi fungsional tertentu (Sjafrizal, 2008:173) . 
 
 Konsep Titik Pertumbuhan (Growth Point Concept) 
 Perkembangan modern teori titik pertumbuhan terutama berasal dari teori kutub 
pertumbuhan yang pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Prancis yaitu Perroux pada tahun 
1950 dengan teorinya mengenai kutub pertumbuhan (Pole de croisanse atau pole de 
development) (Sitohang, 2001:96). Pemikiran dasar dari konsep titik pertumbuhan ini adalah 
bahwa kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah cenderung beraglomerasi di sekitar sejumlah 
kecil titik fokal (pusat). Di dalam suatu daerah arus polarisasi akan bergravitasi ke arah titik-
titik fokal ini, yang walaupun karena jarak arus tersebut akan berkurang. Disekitar titik fokal 
ini dapat ditentukan garis perbatasan di mana kepadatan arus turun sampai suatu tingkat kritis 
   
minimum, pusat tersebut dapat dikatakan titik pertumbuhan sedangkan daerah di dalam garis 
perbatasan adalah daerah pengaruhnya.  
   
Teori Kutub Pertumbuhan 
 Perroux mendefinisikan kutub pertumbuhan regional sebagai seperangkat industri-
industri sedang berkembang yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong 
perkembangan regional terdiri dari satu kumpulan industri-industri yang mengalami kemajuan 
dan saling berhubungan, serta cenderung menimbulkan aglomerasi yang di sebabkan oleh 
adanya faktor-faktor ekonomi eksternal. Faktor-faktor eksternal itu seperti turunnya biaya 




Teori Tempat Sentral 
Teori tempat sentral (Central Place Theory) merupakan awal dari teori lokasi yang 
dikembangkan oleh Christaller. Menurut teori ini bahwa fungsi pokok suatu pusat Kota 
adalah sebagai pusat pelayanan bagi daerah-daerah belakangnya (daerah komplementer), 
menyuplainya dengan barang dan jasa sentral seperti jasa perdagangan, perbankan, fasilitas 
pendidikan, hiburan serta jasa-jasa dari pemerintahan kota/daerah. Jumlah jasa-jasa itu dapat 
menaik dan turun tergantung pada ambang permintaan atau demand threshold yaitu tingkat 
permintaan atau demand range yaitu batas-batas luar dari daerah pasar untuk masing-masing 
jasa. Kedua faktor inilah yang menentukan banyak dan besarnya tempat-tempat sentral yang 
menyuplai masing-masing jasa sehingga dari itu timbullah hirearki tempat sentral. Tempat-
tempat sentral kecil dan daerah komplementernya akan tercakup di dalam daerah-daerah pasar 
dari pusat-pusat yang lebih besar (Sitohang, 2001:83). 
 
Teori Basis Ekonomi dan Sektor Ekonomi Potensial 
 Salah satu teori ekonomi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan 
perekonomian daerah adalah teori basis-ekspor (teori basis ekonomi). Menurut Arsyad 
(1999:300) teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari 
luar daerah. Teori basis ekonomi pada intinya membedakan aktifitas sektor basis dan aktifitas 
sektor non basis.  
 
Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi Wilayah 
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. 
Di sini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu 
ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep 
pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
tidak hanya diukur dengan penambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang 
bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan 
tenteram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999;27). 
 
METODE PENELITIAN 
   Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan 
dengan ruang lingkup penelitian berupa identifikasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan 
ekonomi, sektor-sektor potensial masing-masing kecamatan serta interaksi antara kecamatan-
kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan kecamatan lain sebagai 
pendukungnya (hinterland). Sedangkan wilayah kecamatan yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, 
Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Tebing Tinggi, dan 
Kecamatan Talang Padang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Empat Lawang 
berdasarkan harga konstan tahun 2000, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 
Kecamatan Empat Lawang berdasarkan harga konstan tahun 2000. 
 
Metode Analisis Data 
  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang dapat 
memberikan gambaran dan sebaran geografis tiap kecamatan yang kemudian dilakukan 
perhitungan secara kuantitatif. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut (1) Analisis Scalogram. Tujuan digunakannya analisis scalogram 
adalah untuk mengidentifikasi kota-kota kecamatan yang dapat dikelompokan menjadi pusat-
pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas perkotaan yang tersedia. Kemampuan suatu 
kecamatan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi didasari atas ketersediaan atas 
fasilitas perkotaan yang dimiliki (Blakeley, 1994:94-99).  
 Menurut Blackeley (1994:96–98) pemberian skor untuk setiap fasilitas dari masing-
masing fasilitas perkotaan (fasilitas ekonomi, sosial, dan fasilitas ekonomi-
politik/pemerintahan) diberi nilai 1 (satu) tanpa ada pembagian, perbedaannya dengan analisis 
ini adalah pada pemberian skor dan pembagian kelas yang disesuaikan dengan skala 
   
pelayanan, tingkat kepentingan, jumlah tenaga kerja, spesifikasi dan lain-lain dari fasilitas 
perkotaan yang dimiliki. Perubahan pemberian skor dan pembagian kelas merupakan 
modifikasi dari yang dikemukakan oleh Blakeley tersebut. Dengan tahapan analisis sebagai 
berikut: 
1. Fasilitas perkotaan (ekonomi, sosial, ekonomi-politik/pemerintahan) yang terdiri dari 
komponen fasilitas perbankan, pasar, pertokoan, telekomunikasi, terminal, dan seterusnya. 
2. Masing-masing komponen fasilitas berdiri sendiri, sehingga skor yang ditetapkan 
tidak tergantung antara komponen satu dengan yang lainnya. Hal ini untuk menunjukan 
bahwa nilai yang diperoleh komponen yang satu tidak berkaitan dengan komponen lainnya. 
3. Nilai dari masing-masing komponen fasilitas ditentukan nilai yang bulat dan kecil dan 
nilai tersebut merupakan penggabungan dari nilai kelas-kelas dari komponen fasilitas. 
4.  Nilai yang diberikan berlaku sama bagi komponen fasilitas yang tersebar pada 
kecamatan-kecamatan yang diteliti. 
           Setiap jenis dari masing-masing fasilitas utama diberikan skor sepuluh (10). pemberian 
skor dan pembagian kelas disesuaikan dengan tingkatan spesifikasi dari fasilitas yang 
dimiliki. Apabila tidak ada tingkat, nilai total adalah (10); jika ada dua tigkat, nilai tertinggi 
adalah enam (6) dan nilai terendah empat (4); jika tiga tingkat, nilai tertinggi adalah lima (5), 
nilai sedang adalah tiga (3) dan nilai terendah dua (2); Khusus untuk lima  tingkat maka 
jumlah nilainya adalah lima belas (15) dengan nilai tertinggi lima (5), nilai berikutnya adalah 
empat (4), tiga (3), dua (2) dan nilai terendah adalah satu (1).  
 
(2) Analisis Interaksi atau Gravitasi. Menurut Schoenmaker (1984), model interaksi dalam 
perananya (Daljoeni, 1997: 204)  
1. Semakin besar atau semakin kecil jarak antaranya, daya tarik semakin kecil dan semakin 
besar ini berarti apabila jarak antaranya mengecil (lebih cepat  dan murah untuk 
mencapainya), maka daya tariknya akan semakin besar dan sebaliknya apabila jarak 
antaranya semakin besar (makin lama dan mahal menempuhnya), daya tariknya akan 
semakin berkurang. 
2. Semakin bobot dari tempat-tempat tersebut membesar atau mengecil semakin bertambah 
atau berkurang daya tariknya. 
   
Rumus gravitasi secara umum adalah sebagai berikut (Tarigan, 2004 : 95): 








Di mana : 
Iij = Besarnya interaksi antara wilayah i dengan wilayah j 
dij = Jarak dari wilayah i dengan wilayah j, dalam Km 
Pi = Jumlah penduduk di wilayah i, dalam ribuan jiwa 
Pj = Jumlah penduduk di wilayah j, dalam ribuan jiwa 
b = Pangkat dari dij, yang sering digunakan b = 2 (berdasarkan studi-studi       
    sebelumnya) 
 Semakin besar angka interaksi antar kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 
dengan daerah sekitarnya menunjukan semakin eratnya hubungan interaksi antara pusat 
pertumbuhan dengan daerah sekitarnya (hinterland). 
(3) Location Quotient (LQ). Analisis Location Quotient (LQ)  digunakan untuk menentukan 
subsektor unggulan perekonomian daerah kecamatan, yang mengacu pada formulasi 







 Keterangan : 
 Xr  = Nilai produksi sektor i pada daerah kecamatan 
 RVr  = Total PDRB kecamatan 
 Xn  = Nilai produksi sektor i pada daerah Kabupaten Empat Lawang 
 RVn = Total PDRB Kabupaten Empat Lawang 
 
 Setelah mengetahui sektor-sektor unggulan selanjutnya kita dapat menentukan 
komoditas-komoditas unggulan masing-masing kecamatan. Komoditas unggulan ditentukan 
dengan mengacu pada model pendekatan Location Quotien (LQ) yang telah dimodifikasi 
sehingga dapat disajikan bentuk persamaan seperti berikut :  











LQ  =  Location Quotient 
Ei,j  =  Produksi komoditas i di Kecamatan ( j ) 
Ej   =  Produksi komoditas total di Kecamatan ( j ) 
Ei,n   =  Produksi komoditas i di Kabupaten ( n ) 
En   =  Produksi komoditas total di Kabupaten ( n ) 
   
Kriterianya adalah : 
1. Jika LQ > 1 maka komoditas tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas basic atau 
unggulan, sehingga perekonomian di suatu kecamatan memiliki kesempatan lebih besar 
untuk memenuhi kebutuhan daerah akan produk-produk dengan komoditas-komoditas 
sendiri. 
2.  Jika LQ < 1 maka komoditas tersebut bukan merupakan komoditas basic atau unggulan 
sehingga dapat dikatakan kecamatan tersebut kekurangan produk atas komoditas tersebut 
dan harus mendatangkan dari daerah lain. 
3. Jika LQ = 1 maka komoditas tersebut mempunyai kontribusi hanya cukup untuk 
memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mampu memenuhi permintaan komoditas tersebut 
dari luar. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Empat Lawang 
   Struktur perekonomian Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2008 didominasi oleh 
sektor pertanian. Besarnya peranan sektor pertanian dalam struktur ekonomi Kabupaten 
Empat Lawang Tahun 2008 tak lepas dari kontribusi masing-masing sub sektor dalam sektor 
pertanian. Sub sektor perkebunan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 48,2%, kemudian sub 
sektor tanaman pangan sebesar 30%. Sub sektor yang memiliki kontribusi terkecil adalah sub 
sektor kehutanan, hanya 3,9%. Besarnya kontribusi sub sektor perkebunan menunjukkan 
bahwa sub sektor ini perlu dikembangkan sebagai usaha produktif yang memiliki peran vital 
dalam perekonomian masyarakat Empat Lawang (Gambar 4.1).                      
 
 
Sumber : BPS Empat Lawang, Empat Lawang Dalam Angka 2008 
 
             Gambar 1. Kontribusi per Sub Sektor Dalam Sektor Pertanian                   
                Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 
 
Analisis Scalogram 
   Analisis scalogram dimaksudkan untuk mengetahui peranan suatu wilayah berdasarkan 
pada kemampuan wilayah tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin 
lengkap pelayanan yang diberikan menunjukan bahwa wilayah tersebut mempunyai tingkatan 
yang lebih tinggi. 
  Kemampuan memberikan pelayanan tersebut ditunjukan dengan kualitas dan kuantitas 
atas ketersediaan fasilitas perkotaan. Semakin bervariasinya fasilitas perkotaan suatu daerah, 
menunjukan bahwa daerah tersebut mampu memberikan pelayanan yang lebih lengkap 
kepada masyarakat dibandingkan dengan daerah lainnya. Kondisi inilah yang mengakibatkan 
suatu daerah mampu berperan sebagai suatu pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah 
sekitarnya. 
  Berikut ini akan ditampilkan data hasil perhitungan scalogram atas fasilitas ekonomi 
menurut kecamatan di Kabupaten Empat Lawang tahun 2008. 
 
Tabel 4 
 Hasil Analisis Scalogram Fasilitas Ekonomi 
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Empat Lawang 
Tahun 2008 
 
No Kecamatan Total Nilai Ekonomi 
1 Muara Pinang 385 
2 Lintang Kanan 40 
3 Pendopo 881 
4 Ulu Musi 540 
5 Pasemah Air Keruh 233 
6 Tebing Tinggi 1519 
7 Talang Padang 28 
     Sumber : BPS Empat Lawang, Empat Lawang Dalam Angka 2008, diolah 
 
Hasil perhitungan dengan alat analisis scalogram atas ketersediaan fasilitas ekonomi 
di tiap kecamatan di Kabupaten Empat Lawang menunjukan bahwa nilai tertinggi dicapai oleh 
3 kecamatan, masing-masing meliputi Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Pendopo, dan 
Kecamatan Ulu Musi. 
 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis scalogram atas 
ketersediaan fasilitas ekonomi menurut kecamatan di Kabupaten Empat Lawang terlihat 
bahwa Kecamatan Tebing Tinggi merupakan yang paling lengkap fasilitas ekonominya. 
Dengan total nilai 1.519 menunjukan bahwa kelengkapan fasilitas yang ada di Kecamatan 
   
Tebing Tinggi sangat mendukung kegiatan perekonomian masyarakatnya. Ketersediaan pasar 
dan perbankan tentu menjadi daya tarik bagi para pemilik modal baik pemodal lokal, 
domestik maupun pemodal asing untuk membangun unit-unit usaha, baik usaha berskala 
besar, menengah, bahkan kecil untuk melakukan kegiatan usahanya di Kecamatan Tebing 
Tinggi. Selain itu, ketersediaan fasilitas ekonomi akan mampu menciptakan peluang 
pekerjaan yang lebih baik yang tentunya akan menjadi daya tarik yang kuat sehingga 
Kecamatan Tebing Tinggi menjadi magnet bagi masyarakat di pedesaan untuk melakukan 
urbanisasi.  
 Kelengkapan ketersediaan fasilitas ekonomi diikuti oleh Kecamatan Pendopo dan 
Kecamatan Ulu Musi  dengan nilai masing-masing sebesar 881 dan  540. kedua kecamatan ini 
memiliki potensi untuk terus berkembang karena memiliki sumber daya yang mendukung. 
Kecamatan dengan nilai fasilitas ekonomi terendah yaitu Kecamatan  Talang Padang dan 
Kecamatan Lintang Kanan dengan nilai masing-masing 28 dan 40, dimana fasilitas-fasilitas 
ekonominya masih sangat perlu untuk terus dibenahi. Penambahan jumlah pasar, koperasi 
serta dukungan perbankan akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.. 
 Hasil perhitungan dengan alat analisis scalogram atas ketersediaan fasilitas sosial pada 
tiap-tiap kecamatan dalam Kabupaten Empat Lawang menunjukan bahwa nilai tertinggi 
dicapai oleh 3 kecamatan, masing-masing yakni Kecamatan Tebing Tinggi dengan nilai 584, 
Kecamatan Pendopo dengan nilai 413, dan Kecamatan Ulu Musi dengan nilai 267 (Tabel 5). 
 
Tabel 5 
Hasil Analisis Scalogram Fasilitas Sosial Menurut Kecamatan Di     
                 Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 
 
No Kecamatan Total Nilai Sosial 
1 Muara Pinang 251 
2 Lintang Kanan 221 
3 Pendopo 413 
4 Ulu Musi 267 
5 Pasemah Air Keruh 188 
6 Tebing Tinggi 584 
7 Talang Padang 213 
 Sumber : BPS Empat Lawang, Empat Lawang Dalam Angka, diolah 
  
Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menyediakan fasilitas sosial yang 
lengkap kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. 
Ketersediaan fasilitas sosial yang lengkap di suatu kecamatan akan mendukung setiap 
kegiatan atau aktifitas sosial yang ada di kecamatan tersebut. Kecamatan Tebing Tinggi 
memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai terutama fasilitas yang berkaitan dengan kesehatan 
dan pendidikan, dimana hal ini didukung oleh tersedianya tenaga medis, apotik, dan jumlah 
lembaga pendidikan yang lebih banyak dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. 
 Kecamatan dengan nilai fasilitas sosial terendah yaitu Kecamatan Pasemah Air Keruh 
dan Kecamatan Talang Padang dengan nilai masing-masing 188 dan 213. Belum lengkapnya 
fasilitas-fasilitas sosial di kecamatan-kecamatan ini seharusnya menjadi perhatian penting 
bagi pemerintah daerah mengingat kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan yang memadai 
sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan masyarakat di masa sekarang ini. 
 Untuk ketersediaan fasilitas pemerintahan pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten 
Empat lawang berdasarkan analisis scalogram dilihat bahwa Kecamatan Tebing Tinggi dan 




Hasil Analisis Scalogram Fasilitas Pemerintahan 
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Empat Lawang 
Tahun 2008 
 
No Kecamatan Total Nilai Pemerintahan 
1 Muara Pinang 490 
2 Lintang Kanan 346 
3 Pendopo 650 
4 Ulu Musi 556 
5 Pasemah Air Keruh 396 
6 Tebing Tinggi 826 
7 Talang Padang 436 
     Sumber : BPS Empat Lawang, Empat Lawang Dalam Angka 2008, diolah 
 
   Berdasarkan hasil perhitungan analisis scalogram dilihat bahwa Kecamatan Tebing 
Tinggi, Kecamatan Pendopo, dan Kecamatan Ulu Musi memiliki fasilitas pemerintahan yang 
paling lengkap bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya dengan total nilai 
fasilitas pemerintahan berturut-turut sebesar 826, 650 dan 556. Hal ini berarti bahwa dengan 
kelengkapan fasilitas pemerintahan yang ada di ketiga kecamatan ini sangat membantu 
kelancaran pelayanan ke masyarakat terutama pelayanan yang erat kaitannya dengan fungsi 
pemerintahan. 
   
   Berdasarkan analisis scalogram atas keseluruhan fasilitas ekonomi, sosial dan 
pemerintahan menurut kecamatan di Kabupaten Empat Lawang maka akan diperoleh hasil 
sebagai berikut : 
 
Tabel 7 




Nilai Atas Fasilitas Ekonomi, Sosial, Dan Pemerintahan Tiap 
Kecamatan 
Ekonomi Sosial Pemerintahan Total 
1 Muara Pinang 385 251 490 1126 
2 Lintang Kanan 40 221 346 607 
3 Pendopo 881 413 650 1944 
4 Ulu Musi 540 267 556 1363 
5 Pasemah Air Keruh 233 188 396 817 
6 Tebing Tinggi 1519 584 826 2929 
7 Talang Padang 28 213 436 677 
Sumber : BPS Empat Lawang, Empat Lawang Dalam Angka 2008, diolah 
 
   Berdasarkan nilai keseluruhan atas ketersediaan fasilitas-fasilitas ekonomi, sosial, dan 
pemerintahan yang ada di tiap-tiap kecamatan, teridentifikasi bahwa Kecamatan Tebing 
Tinggi, Kecamatan Pendopo, dan Kecamatan Ulu Musi sebagai kecamatan pusat 
pertumbuhan ekonomi. Bila dilihat dari jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh atas fasilitas 
ekonomi, sosial, dan pemerintahan, maka kecamatan Tebing Tinggi memiliki nilai tertinggi 
sebesar 2.929, Kecamatan Pendopo dengan nilai 1.944, dan Kecamatan Ulu Musi dengan nilai 
1.363. Dari hasil analisis scalogram ketiga kecamatan tersebut memiliki peran yang lebih 
besar dalam memberikan pelayanan yang lengkap kepada masyarakat dibandingkan dengan 
kecamatan-kecamatan lainnya, sehingga ketiga kecamatan tersebut mampu berperan sebagai 
pusat pertumbuhan bagi kecamatan-kecamatan disekitarnya. 
    Berdasarkan hasil analisis scalogram atas ketersediaan fasilitas perkotaan (fasilitas 
ekonomi, sosial, dan pemerintahan) di atas dapat diketahui bahwa kaitan antara fasilitas 
perkotaan yang tersedia dengan fungsi daerah sebagai pusat pertumbuhan adalah dengan 
semakin lengkap atau semakin tinggi nilai atas fasilitas perkotaan yang dimiliki akan 
menempatkan wilayah tersebut memiliki fungsi yang lebih besar dibandingkan dengan 
wilayah lainnya. Jika suatu kecamatan memiliki berbagai fasilitas yang relatif lebih lengkap 
dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini menunjukan bahwa kecamatan tersebut 
mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan selanjutnya 
kecamatan tersebut mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan pada kawasan tersebut. 
   Berdasarkan kondisi tersebut membuktikan bahwa kondisi ini sesuai dengan pendapat 
sitohang (2005:87) yang mengemukakan bahwa indikator suatu daerah dikategorikan sebagai 
pusat kegiatan ekonomi adalah memiliki economic of urbanconcentration atau keuntungan 
konsentrasi perkotaan. Konsentrasi perkotaan meliputi : memiliki fasilitas-fasilitas komersial, 
perbankan dan finansial, keuntungan yang berhubungan dengan jasa transportasi seperti 
perbaikan fasilitas terminal, keuntungan komunikasi, adanya fasilitas sosial, hiburan dan 
adanya keuntungan skala dalam pelayanan umum dari pemerintah. Oleh karena itu 
pemerintah daerah diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dari fasilitas 
ekonomi, sosial dan pemerintahan di setiap kecamatan demi semakin meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat terutama pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki 
fasilitas memadai. 
 
 Analisis Interaksi atau Gravitasi 
    Analisis interaksi atau gravitasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui hinterland 
dari masing-masing pusat pertumbuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dari 
perhitungan dengan menggunakan konsep interaksi atau gravitasi dapat diketahui interaksi 
dari masing-masing kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan sekitarnya 
sebagai hinterland. Dengan mengalikan jumlah penduduk antara kecamatan sebagai pusat 
pertumbuhan dengan kecamatan lainnya dan dibagi dengan jarak yang ada pada pusat 
pertumbuhan dengan kecamatan lainnya maka akan didapatkan hubungan interaksi antara 
kecamatan tersebut, dimana angka yang paling besar akan menjadikan daerah pendukung 
(hinterland) bagi pusat pertumbuhan. Angka indeks yang lebih besar dari pusat pertumbuhan 
lainnya mencerminkan bahwa pusat pertumbuhan tersebut mempunyai interaksi yang lebih 
kuat dibandingkan pusat pertumbuhan lainnya dalam mempengaruhi kecamatan tersebut. 
Pengaruh yang sedemikian besar tersebut menjadikannya sebagai daerah hinterland untuk 
kecamatan yang dinyatakan sebagai pusat pertumbuhan.  
   Dari ketiga kecamatan sebagai pusat pertumbuhan mempunyai daerah sekitar : 
1.  Pusat pertumbuhan Kecamatan Tebing Tinggi memiliki daerah keliling (hinterland) 
yaitu Kecamatan Talang Padang dengan nilai indeks interaksi sebesar 754.742,24. 
2. Pusat pertumbuhan Kecamatan Pendopo memiliki daerah keliling (hinterland) yang 
terdiri dari Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Lintang Kanan dengan nilai 
indeks indeks interaksi berturut-turut sebesar 8.193.177,25 dan 2.136.130,43. 
   
3. Pusat pertumbuhan Kecamatan Ulu Musi memiliki daerah keliling (hinterland) yaitu 
Kecamatan Pasemah Air Keruh dengan nilai indeks interaksi sebesar 4.831.439,05. 
 
Tabel 8 
Hasil Analisis Interaksi Atau Gravitasi Pusat Pertumbuhan Hinterland  





Angka Indeks  Interaksi 
Tebing 
Tinggi 
Pendopo Ulu Musi 
1 Muara Pinang 28332 1,053,105.55 8,193,177.25 252,785.23 
2 Lintang Kanan 23850 519,609.57 2,136,130.43 1,158,742.19 
3 Pendopo 47380 2,113,114.36 0 8,877,157.00 
4 Ulu Musi 35681 1,806,891.21 8,877,157.00 0 
5 Pasemah Air Keruh 18854 513,229.38 2,916,906.19 4,831,439.05 
6 Tebing Tinggi 47108 0 2,113,114.36 1,806,891.21 
7 Talang Padang 10418 754,742.24 611,987.75 667,417.15 
Sumber : BPS Empat Lawang, Empat Lawang Dalam Angka 2008, diolah 
 
   Berdasarkan Tabel hasil analisis di atas mengenai interaksi ketiga pusat pertumbuhan 
dapat kita lihat bahwa Kecamatan Tebing Tinggi sebagai ibukota kabupaten amat besar 
pengaruhnya dalam mempengaruhi pusat pertumbuhan lainnya, sebagai kecamatan pusat 
pertumbuhan, Kecamatan Tebing tinggi memiliki kelengkapan fasilitas yang sangat memadai 
sehingga mampu memberikan akses pasar bagi komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh 
kecamatan-kecamatan sekitarnya, selain itu juga memberikan akses pendidikan dan kesehatan 
bagi kecamatan-kecamatan lain disekitarnya. 
   Dari hasil perhitungan indeks gravitasi masing-masing kecamatan terhadap pusat 
pertumbuhan (Tabel 8), dapat dilihat bahwa kecamatan yang mempunyai interaksi yang 
paling kuat adalah Kecamatan Muara Pinang dengan indeks gravitasi sebesar 8,193,177.25 
terhadap Kecamatan Pendopo. Secara letak geografis Kecamatan Muara Pinang juga dapat 
melakukan intraaksi ke Kota Pagar Alam karena jarak yang terbilang dekat yaitu sekitar 18 
km, faktor letak geografis yang berbatasan langsung dan jarak inilah maka kedekatan 
Kecamatan Muara Pinang dengan Kota Pagar Alam akan mempengaruhi kedudukannya 
sebagai hinterland bagi Kecamatan Pendopo maupun bagi Kota Pagar Alam, hal ini 
disebabkan daya tarik Kota Pagar Alam cukup besar bagi Kecamatan Muara Pinang.  
    Dari hasil perhitungan juga dapat dilihat bahwa kecamatan yang mempunyai angka 
indeks interaksi terkecil adalah Kecamatan Talang Padang sebesar 754.742,25 terhadap 
Kecamatan Tebing Tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang 
yang paling sedikit diantara kecamatan-kecamatan lainnya, dimana jumlah penduduk 
mempengaruhi besarnya interaksi suatu kecamatan terhadap pusat pertumbuhan. 
 
Hasil Analisis Potensi dan Sektor Unggulan 
   Penggunaan analisis Location Quotient dilakukan untuk melihat seberapa besar 
sumbangan suatu sektor dan subsektor dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 
diperoleh dengan membandingkan antara PDRB pada setiap kecamatan terhadap PDRB 
Kabupaten Empat Lawang. Dari sembilan sektor lapangan usaha yang dianalisis menunjukan 
bahwa di setiap kecamatan memiliki paling sedikit dua sektor unggulan. 
  Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) dapat kita lihat bahwa  pada Kecamatan 
Pendopo, dan Kecamatan Tebing Tinggi masing-masing memiliki Enam sektor unggulan. 
Artinya komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh ketiga kecamatan ini bukan saja mampu 
memenuhi kebutuhan daerah kecamatannya sendiri tetapi juga mampu untuk memenuhi 
kebutuhan kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya. 
  Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Pendopo dan Kecamatan Ulu Musi memiliki 
beberapa sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten 
Empat Lawang, misalnya saja sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan 
sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi yang cukup besar  terhadap PDRB 
Kabupaten Empat Lawang. Kondisi sebaliknya terjadi di Kecamatan Talang Padang yang 
hanya memiliki dua sektor unggulan saja yaitu sektor pertanian dan sektor jasa, bila dilihat 
kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Empat Lawang, sektor-sektor usaha yang lain 
sesungguhnya memiliki kontribusi yang cukup besar namun belum berkembang baik sehingga 
belum mampu menjadi sektor unggulan, akibatnya kebutuhan akan komoditas dari sektor-




 Tabel 9 
Hasil Perhitungan Analisis Location Quotient (LQ) Pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Empat     
                    Lawang Tahun 2008 
 
           















-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
1. PERTANIAN / Agriculture 0,90 1,49 1,17 1,01 1,62 0,55 1,63 
 a. Tanaman Bahan Makanan / Farm Food Crops  1,00 1,78 1,34 0,93 1,91 0,58 0,85 
 b. Tanaman Perkebunan / Farm Non Food Crops 0,62 1,18 0,86 1,07 1,53 0,58 2,50 
 c. Peternakan / Livestock 2,03 1,77 1,31 0,92 1,05 0,43 0,74 
 d. Kehutanan / Forestry 1,46 - 1,21 2,09 - 0,93 - 
 e. Perikanan / Fishery 0,82 2,46 1,95 0,59 2,16 0,30 1,23 
2. Pertambangan & Penggalian / Mining & Quarrying 2,07 - 1,17 1,76 - 0,85 - 
 a. Migas / Crude Petroleum & Natural Gas - - - - - - - 
 b. Non Migas / Non Crude Petroleum Refinery  - - - - - - - 
 c. Penggalian / Quarrying 2,07 - 1,17 1,76 - 0,85 - 
3. INDUSTRI PENGOLAHAN / Manufacturing Industry 2,08 0,12 1,18 1,76 0,04 0,80 0,04 
 a. Industri Migas / Crude Oil & Natural Gas Industry - - - - - - - 
   1. Pengilangan Minyak bumi / Petroleum Refinery - - - - - - - 
   2. Gas Alam Cair / Liquid Natural gas - - - - - - - 
 b. Industri Tanpa Migas / Non Crude Oil & Natural 2,08 0,12 1,18 1,76 0,04 0,80 0,04 
   1. Makanan, Minuman dan Tembakau 2,07 - 1,17 1,76 - 0,85 - 
  
   2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki - - - - - - - 
   3. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya 2,07 - 1,17 1,76 - 0,85 - 
   4. Kertas dan Barang Cetakan 2,07 - 1,17 1,76 - 0,85 - 
   5. Pupuk. Kimia & Brg. dari Karet 2,07 - 1,17 1,76 - 0,85 - 
   6. Semen & Brg. Galian bukan Logam 2,90 - 1,64 2,47 - - - 
   7. Logam Dasar Besi & Baja - - - -  - - 
   8. Alat Angk. Mesin & Peralatannya 1,20 4,07 0,76 0,66 1,50 0,40 1,36 
   9. Barang Lainnya - - - - - - - 
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH /   Elec. Gas & Water 
Supply 
0.15 0,28 0,69 0,34 1,65 1,14 0,41 
 a. Listrik / Electricity 0,46 0,84 2,06 1,02 1,33 0,96 0,31 
 b. Gas / Gas - - - - - - - 
 c. Air Bersih / Water Supply - - - - 0,97 2,46 0,92 
5. BANGUNAN / Construction 0,17 0,24 1,80 1,06 0,14 1,63 0,23 
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN / Trade. 
Restaurant & Hotel 
0,35 0,35 1,91 0,68 0,24 1,61 0,29 
 a. Perdagangan Besar & Eceran /  0,51 0,52 2,82 1,00 0,35 0,96 0,43 
     Wholesale & Retail Trade         
 b. Hotel / Hotels - - - - - 2,98 - 
 c. Restauran / Rumah Makan / Restaurant - - - - - 2,98 - 
7. PENGANKUTAN & KOMUNIKASI / Transportation 
& Communication 
0,67 2,27 0,43 0,37 0,83 1,54 0,76 
 a. Angkutan / Transportation 0,34 1,18 0,22 0,19 0,43 0,74 0,19 
   1. Peng. Kereta Api / Railway Transprotation - - - - - 2,98 - 
   2. Peng. Jalan Raya (Darat) / Road Transportation 1,04 3,54 0,66 0,57 1,30 0,73 1,18 
   3. Peng. Laut / Sea Transportation - - - - - - - 
   4. Peng. Sungai / Inland Water Transportation - - - - - - - 
   5. Peng. Udara / Air Transportation - - - - - - - 
  
   6. Jasa Penunjang Angkutan/Service Allied ransportation 1,04 3,54 0,66 0,57 1,30 0,73 1,18 
 b. Komunikasi / Communication - - - - - 2,98 - 
   1. Telkom & Pos Giro / Post & Communication - - - - -- 2,98 - 
   2. Jasa penunjang Komunikasi / Service 
AlliedCommunication - -  - - 2,98 - 
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 
/Financier of Building & Business Service 
0,32 1,10 0,80 1,21 2,33 3,34 0,35 
 a. Bank / Banking - - - - - 2,98 - 
 b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank / Non Bank Financial 0,32 1,10 0,80 1,21 2,33 1,07 0,35 
 c. Jasa penunjang Keuangan / Service Allied to Finance - - - - - - - 
 d. Sewa Bangunan / Property - - - - - 2,98 - 
 e. Jasa perusahaan / Business Services - - - - - 2,98 - 
9. JASA-JASA / Services 0,59 2,27 1,77 0,33 0,61 1,61 1,15 
 a. Pemerintahan Umum / Public Adm. & Defence - - - - - 2,98 - 
   1. Adm. Pemerintah & Pertahanan - - - - - 2,98 - 
   2. Jasa Pemerintah Lainnya - - - - - - - 
 b. Swasta / Private 0,59 2,27 1,77 0,33 0,61 1,05 1,15 
   1. Sosial Kemasyarakatan / Social &  Community Service - - - - - 2,98 - 
   2. Hiburan & Rekreasi / Entertainment Service 0,59 2,27 1,77 0,33 0,61 1,05 1,15 
   3. Perorangan & Rumah Tangga / - - - - - - - 




   Setelah mengetahui sektor-sektor unggulan, selanjutnya kita dapat menentukan 
komoditas-komoditas unggulan tiap kecamatan yang dihasilkan dari sektor primer dalam 
hal ini sektor pertanian. Berikut akan ditampilkan hasil perhitungan komoditas unggulan 
sektor pertanian di tiap kecamatan : 
 
Tabel 10 
Nilai LQ Untuk Komoditas Pertanian Menurut Kecamatan 







Perikanan Padi Sawah Padi 
Ladang 
Ternak Unggas 
1 Muara Pinang 1,02 0 0,85 1,04 0,63 1,04 0,86 
2 Lintang Kanan 1,02 0 0,22 0,86 0,83 0,32 0,83 
3 Pendopo 1,02 0 1,07 0,99 0,68 0,49 0,79 
4 Ulu Musi 1,01 0,35 0,86 1,4 0,76 0,4 1,37 
5 Pasemah Air Keruh 1,02 0 3,88 0,75 0,72 0,86 0,99 
6 Tebing Tinggi 0,95 4,11 3,81 0,78 0,88 0,7 1,23 
7 Talang Padang 0,99 1,35 2,62 1,2 0,64 3,91 1,31 
 Sumber : BPS Empat Lawang, Empat Lawang Dalam Angka 2008, diolah 
     
  Berdasarkan hasil perhitungan komoditas unggulan sektor pertanian di tiap kecamatan 
dapat diketahui komoditas unggulan masing-masing kecamatan. Komoditas unggulan yang 
dimaksud adalah : 
1.  Kecamatan Muara Pinang, komoditas unggulan yang paling dominan adalah sapi, 
itik, kopi, lada, kelapa, dan perikanan kolam. 
2.  Kecamatan Lintang Kanan, komoditas unggulan yang paling dominan adalah  
kerbau, ayam buras, kopi, dan pinang 
3.  Kecamatan Pendopo, komoditas unggulan yang paling dominan adalah kacang 
kedelai,  kuda, domba, ayam buras, kopi, kelapa, lada, kemiri, perikanan kolam, 
dan perikanan sawah. 
4.  Kecamatan Ulu Musi, komoditas unggulan yang paling dominan adalah kuda, 
kambing,  kopi, lada,  kemiri,dan pinang. 
5.  Kecamatan Pasemah Air Keruh, komoditas unggulan yang paling dominan adalah 
sapi, domba, itik, kopi, dan pinang. 
6.  Kecamatan Tebing Tinggi, komoditas unggulan yang paling dominan adalah kuda, 
domba, itik, karet, dan kelapa sawit. 
7.  Kecamatan Talang Padang, komoditas unggulan yang paling dominan adalah padi 
ladang,kerbau, kambing, ayam petelur, cengkeh, kemiri,dan pinang. 
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    Pusat Pertumbuhan mempunyai pengaruh utama untuk kegiatan ekonomi (Prime 
Mover) yang dapat memacu pertumbuhan wilayah. Karena itu, pusat pertumbuhan harus 
mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor 
lain di kawasannya sendiri maupun pada kawasan lain (Hinterland-nya). Pertumbuhan 
ekonomi pada pusat pertumbuhan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi 
pertumbuhan ekonomi daerah sekitar (hinterland), melalui pemberdayaan sektor/subsektor 
unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah. 
Dimana hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Richardson (Tarigan, 2005:130) bahwa 
antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota 
membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan 
wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang 
harmonis dengan wilayah belakangnya (hinterland) dan kota itu memiliki tiga karakteristik 
seperti yang disebutkan terdahulu, maka kota tersebut akan berfungsi mendorong 
kebelakang.  
         Berikut ditampilkan secara rinci identifikasi kecamatan-kecamatan pusat 
pertumbuhan di kabupaten Empat Lawang dengan daerah kecamatan pendukungnya 
(hinterland) serta komoditas-komoditas dari sektor/subsektor unggulan yang ada pada 
kawasan masing-masing pusat pertumbuhan. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan melalui berbagai alat analisis pada penelitian ini, 
maka ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang teridentifikasi 3 Kecamatan 
yang dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai 
tertinggi atas ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan, yaitu 
Kecamatan Tebing Tinggi (2.599), Kecamatan Pendopo (1.764), dan Kecamatan Ulu 
Musi (1.313). 
2.  Interaksi antara kecamatan-kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan 
kecamatan-kecamatan sebagai pendukung pusat pertumbuhan (hinterland) antara 
lain: 
   a. Pusat pertumbuhan I 
Wilayah pembangunan utama: Kecamatan Tebing Tinggi dengan 
kecamatan pendukung (hinterland) adalah Kecamatan Talang Padang, 
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dimana nilai indeks interaksinya cukup tinggi yaitu sebesar 754.742,24. 
kecamatan ini didukung sektor-sektor unggulan yaitu sektor perdagangan, 
hotel, dan restoran, dimana sektor ini juga didukung oleh komoditas 
unggulan dari sektor pertanian yang meliputi kacang kedelai, kerbau, 
domba, karet, dan kelapa sawit. 
   b. Pusat Pertumbuhan II 
 Wilayah pembangunan utama: Kecamatan Pendopo dengan kecamatan 
pendukung (hinterland) meliputi Kecamatan Muara Pinang dengan nilai 
interaksi 8.193.177,25 dan Kecamatan Lintang Kanan dengan nilai 
interaksi 2.136.130,43, dimana kecamatan ini didukung sektor-sektor 
unggulan antara lain sektor industri pengolahan dan sektor pertanian 
dengan komoditas-komoditas unggulan yang dominan antara lain kacang 
kedelai, domba, kopi, lada, kemiri, dan perikanan kolam. 
   c.  Pusat Pertumbuhan III 
 Wilayah pembangunan utama: Kecamatan Ulu Musi dengan kecamatan 
pendukungnya (hinterland) adalah Kecamatan Pasemah Air Keruh dengan 
nilai interaksi yang cukup kuat sebesar 4.831.439,05. Kecamatan ini juga 
didukung oleh sektor-sektor unggulan yakni  sektor industri pengolahan 
dan sektor pertanian, dengan komoditas unggulan dari sektor pertanian 
diantaranya kambing, ayam buras, kopi, lada, kemiri, dan pinang. 
 
Saran 
 Penelitian ini menyajikan alternatif-alternatif yang dapat dijadikan sebagai sumbang 
saran pemikiran khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam 
mengambil kebijakan pembangunan regional dan sektoral di Kabupaten Empat Lawang, 
antara lain : 
1.  Sebagai wilayah baru, maka kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah 
Kabupaten Empat Lawang hendaknya mengacu pada konsep kutub-kutub 
pertumbuhan atau pusat-pusat pembangunan dengan prioritas pada spesifikasi dari 
masing-masing wilayah. Pusat-pusat pertumbuhan terus dipacu pengembangannya 
dengan daya dukung dari wilayah (hinterland). 
2.  Sektor pertanian merupakan sektor basis Kabupaten Empat Lawang, untuk itu 
kiranya pemerintah Kabupaten Empat Lawang dapat menyediakan sarana dan 
prasarana guna meningkatkan produksinya, sehingga sektor pertanian dapat 
menjadi penyokong bagi sektor-sektor lainnya terutama sektor industri yang 
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sebagian besar merupakan industri pengolahan hasil pertanian merupakan salah 
satu unggulan yang berkembang pesat di Kabupaten Empat Lawang, sehingga 
dapat merubah paradigma pembangunan dari sektor pertanian ke sektor industri. 
3.  Peningkatan kualitas dan kuantitas atas ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial, dan 
pemerintahan dengan prioritas pada wilayah kecamatan yang bukan termasuk 
kategori pusat pertumbuhan khususnya Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan 
Lintang Kanan, Kecamatan Talang Padang, dan Kecamatan Pasemah Air Keruh. 
4.  Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan perlu melakukan pengkajian dan analisis 
yang lebih rinci dan mendalam tentang identifikasi dan analisis sektor dan 
subsektor unggulan maupun komoditi yang dapat menjadi andalan daerah 
Kabupaten Empat Lawang. 
 
   
DAFTAR RUJUKAN 
Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat.STIE YKPN, Yogyakarta 
Badan Pusat Statistik, 2008. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Empat Lawang. 
 Kerjasama Bappeda Kabupaten Empat Lawang dengan BPS Kabupaten Lahat. 
Empat  Lawang. 
Badan Pusat Statistik, 2008. Empat Lawang Dalam Angka.  Kerjasama Bappeda Kabupaten 
Empat Lawang dengan BPS Kabupaten Lahat. Empat Lawang. 
Badan Pusat Statistik, 2008. Kecamatan Dalam Angka. BPS Empat Lawang. 
Bappeda Empat Lawang, 2008. Profil Kabupaten Empat Lawang. Bappeda Kabupaten 
Empat Lawang. 
Bappenas. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang 
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 
 Diperbanyak oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 
Benziger, Vincent. 2002. China's Rural Road System during he Reform Period. Journal 
 China Economic Review Volume 4 issue 1. 
Blakeley, Edward J. 1994. Planning Local Economic Development, Theory and Practise, 
 Second Edition. SAGE Publication Inc, USA. 
Daldjoeni, N, 1997. Geografi Baru, Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek. PT. 
 Alumni. Bandung. 
Glasson, John, 1997. Pengantar Perencanaan Regional, (Terjemahan), LPFE-UI, Jakarta. 
Higgins, Benjamin and savoei, Donald J, Regional Development Theories & Their 
Application. 1995. Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A) and London 
(UK). 
Joni, Harmes. 2000. Analisis Pertumbuhan dan Proses Transformasi Struktur Ekonomi 
Regional Kota Medan. Thesis. PWD. USU. Medan 
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 
Pusat dan Kutub Pertumbuhan. Jurnal Perencanaan Pembangunan Daearah.2003. 
Madhona, Hari. 2002. Identifikasi Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di 
 Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Tesis, Program Pascasarjana Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan). 
  5
Nasrimaidar, Irham, dan Djuwari.2006. Analisis Potensi sektor-sektor Ekonomi antar 
daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Agrosains Vol 19.1 
Januari 2006 . Universitas Gajah Mada Jogjakarta. 
O’Sullivan, Arthur, 2000. Urban Economics. Fourt Edition. Mc Graw-hill. 
Pebrina, Intan Yudistri. 2005. Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat 
Kecamatan  Di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Tesis, Program 
Pascasarjana Universitas  Sriwijaya (tidak diterbitkan). 
Pemda Empat Lawang, 2008. Monografi Kecamatan Kabupaten Empat Lawang. 
 Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. 
Sitohang, Paul. 2001. Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional. Edisi Revisi. Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 
Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Baduose Media. Padang Sumatera 
Barat. 
Sukirno, Sadono, 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan dasar Kebijakan, 
LPFE-UI, Jakarta. 
Susanti, Hera. 2000. Indikator-Indikator Makro Ekonomi. LPFE-UI. Jakarta. 
Syaiful, Zain. 2006. Kedudukan Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam 
 Mendukung Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat. Tesis, 
 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (tidak diterbitkan). 
Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional, Bumi Aksara, Jakarta. 
Todaro, Michael, P. 2000. Economic Development. Seventh Editions, New York 
University: An Imprint of Addison Wesley Longman, Inc. New York. 
Wardana, I Made.2007.Analisis Strategi Pembangunan Provinsi Bali Menuju Balance 
 Growth.Jurnal Buletin Studi Ekonomi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2007. 
Universitas Udayana Denpasar. 
Wiratmo, Masykur.1992. Ekonomi Pembangunan, Ikhtiar, Teori, Masalah dan Kebijakan, 
Edisi Pertama, Bagian Penerbitan Media Widya Mandala. Yogyakarta. 
